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SUMBER DAYA HUTAN 

 

 

Sumber daya hutan dan kehutanan mendapat perhatian tersendiri dalam 

pembicaraan mengenai Ekonomi Sumber Daya Alam. Hal ini disebabkan oleh karena 

hutan, di samping mempunyai karakteristik biologis, juga mempunyai ciri ekonomi 

khusus yang akan mempengaruhi kebijakan pengelolaan hutan. Sumbangan bidang 

kehutanan bagi perekonomian Indonesia secara sederhana dapat dilihat dari nilai 

ekspor Indonesia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an yang menduduki peringkat 

kedua di bawah ekspor migas. Dalam skala yang lebih kecil, akan lebih nyata dapat 

dibuktikan bahwa sumber daya hutan masih menjadi sandaran utama perekonomian 

sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat marginal. 

Jika dilihat dari aspek biologisnya, hutan memiliki peranan yang jauh lebih 

penting, karena keberadaannya dapat dikatakan mempengaruhi hampir segala aspek 

kehidupan manusia. Apalagi hutan tropika sebagaimana yang ada di Indonesia, sudah 

diakui banyak ilmuwan mempunyai fungsi sebagai paru-paru dunia. Dalam hal ini, 

hutan dikatakan mempunyai peranan yang berdampak ekologik, seperti perlindungan 

Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi ekologi, dan sumber plasmanutfah dan 

keanekaragaman hayati dan lain-lain. Konsep pengelolaan sumber daya hutan harus 

diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara penggunaan dan pengembangan 

hutan. 

Pada akhir dekade 1980-an, hutan tropis Indonesia tercatat sebagai yang ketiga 

terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Namun kondisi hutan Indonesia saat ini 

sudah sangat menurun potensinya karena “kultur pengelolaan” yang sangat tidak 

layak. Hal yang sama juga terjadi pada kebanyakan negara-negara yang sedang 

berkembang. Sebaliknya, pengelolaan hutan secara benar yang berasaskan pada 

kelestarian alam dan kelestarian usaha, telah membuat penutupan vegetasi hutan 

dunia semakin bergeser kepada negara-negara maju yang pada umumnya beriklim 

sedang dan dingin. Kondisi ini akan semakin menurunkan daya saing negara-negara 

sedang berkembang yang sebagian besar masih mengandalkan perekonomiannya pada 

pemanfaatan sumber daya hutannya. 

 

1. Fungsi dan Peranan Hutan 

Definisi hutan secara komprehensif dapat kita temui dalam UU No 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang 

didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu 

dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.  
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Dalam peran ekologisnya, secara umum hutan memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

- Habitat kehidupan liar 
- Penghasil kayu bakar, kayu gergajian dan produk kertas 

- Tempat rekreasi 

- Penting dalam daur ulang global untuk air, oksigen, karbon, dan nitrogen. 

Ekosistem hutan mencerminkan cadangan CO2 paling penting di seluruh 

dunia. 

- Menyerap, menahan, dan melepas secara perlahan siklus air sehingga 

mengurangi erosi dan banjir (fungsi hidro-orologis). 

 

Untuk keperluan pengelolaan hutan di Indonesia, hutan dibedakan menjadi 

empat menurut fungsi bio-ekonominya: 

(1). Hutan Lindung: adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk mengatur tata-

air, mencegah banjir dan erosi, serta mempertahankan kesuburan tanah. 

(2). Hutan Suaka Alam: adalah kawasan hutan yang karena sifatnya yang khas 

secara khusus diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian sumber 

daya plasma nutfah dan penyangga kehidupan. 

(3). Hutan Wisata: adalah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus 

untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan wisata, pengembangan ilmu 

pengetahuan dan pendidikan. 

(4). Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna 

memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat, industri, 

dan ekspor.  

 

Untuk keperluan pengusahaan ini, dikenal adanya 3 macam hutan produksi, 

yakni Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Konversi. 

 

Secara sederhana, Undang-Undang Kehutanan menyatakan bahwa fungsi 

pokok hutan ada 3, yakni: konservasi, lindung, dan produksi. Klasifikasi tipe-

tipe hutan yang dibuat oleh beberapa ahli agak sedikit berbeda-beda, namun pada 

dasarnya merupakan impli-kasi dari tiga fungsi pokok tersebut. 

 

Dalam 10 tahun mendatang hutan dan kehutanan Indonesia akan 

menghadapi tantangan yang semakin besar. Pesatnya pertambahan penduduk, 

meningkatnya kebutuhan lahan dan komsumsi kayu untuk pembangunan dan 

perumahan, persaingan global dalam industri kehutanan dan dinamika 

kehidupan masyarakat akan akses terhadap sumber daya hutan merupakan 

tantangan yang harus dihadapi oleh sektor kehutanan dalam masa – masa 

mendatang.  
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2. Pengelolaan Sumber Daya Hutan 

Pengelolaan sumber daya hutan menurut U.S. Forest Service sebagai 

pemanenan hutan melalui tebang pilih, tebangan bayangan, tebangan pohon 

benih atau tebang habis. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan hutan yang 

berasaskan pada kelestarian sebagian besar menitikberatkan pada praktek 

penebangan (pemanenan) yang benar. Sedangkan Undang-Undang No 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan menggunakan istilah Pengurusan Hutan untuk 

menggambarkan manajemen sumber daya hutan. Pengurusan hutan dilakukan 

dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta 

serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat. Pengurusan ini meliputi 

kegiatan-kegiatan: 

- Perencanaan kehutanan 
- Pengelolaan hutan 

- Penelitian dan pengambangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan 

kehutanan 

- Pengawasan 

Keempat kegiatan yang dimaksud di atas, pada dasarnya dapat dipandang 

sebagai penjabaran fungsi-fungsi manajemen pada pengelolaan sumber daya 

alam hutan. 

 

3. Perencanaan Kehutanan 

Sesuai dengan UU No 41 tahun 1999, perencanaan kehutanan dimaksudkan 

untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan 

penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 undang-

undang tersebut yang merupakan visi pembangunan kehutanan, yakni: 

Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan Untuk Menjamin  Kelestarian Hutan 

dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat. Sedangkan misi yang diamanatkan oleh 

undang-undang tersebut adalah: 

a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang 
proporsional. 

b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang 

meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi kayu, non kayu dan jasa 

lingkungan untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan 

ekonomi yang seimbang dan lestari. 

c. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) 
d. Mendorong peran serta masyarakat. 

e. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 

f. Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah. 
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Selanjutnya dikatakan bahwa perencanaan kehutanan harus dilaksanakan 

secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan 

kekhasan dan aspirasi daerah. Perencanaan kehutanan sebagaimana yang 

dimaksud di atas, meliputi kegiatan-kegiatan: 

a. Inventarisasi hutan 

b. Pengukuhan kawasan hutan 

c. Penatagunaan kawasan hutan 

d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan 

e. Penyusunan rencana kehutanan 

 

4. Pengelolaan Hutan 

Sesuai dengan terminologi manajemen di bidang kehutanan, yang 

dimaksudkan dengan pengelolaan hutan menurut UU No 41 tahun 1999 jelas 

merupakan penjabaran dari fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan 

(implementasi). Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan: 

a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, 

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, 

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan 

d. perlindungan hutan dan konservasi alam. 

 

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang 

lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. 

Kegiatan penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok 

berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok 

tersebut dibagi pada petak-petak atas dasar intensitas dan efisiensi 

pengelolaannya. Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut maka 

disusunlah rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu. 

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan 

kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman 

nasional. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha 

milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia 

yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, saat ini diwajibkan bekerja sama 

dengan koperasi masyarakat setempat. Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi 

kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran 

hasil hutan. Pemanenan dan pengolahan hasil hutan ini tidak boleh melebihi daya 

dukung hutan secara lestari. 

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, 

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya 

dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga 

kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui 
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kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman, dan 

penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan 

kritis dan tidak produktif. Sedangkan reklamasi hutan meliputi usaha untuk 

memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak 

agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. 

Kegiatan pengelolaan kehutanan yang terakhir merupakan penyelenggaraan 

perlindungan hutan dan konservasi alam yang bertujuan menjaga hutan, kawasan 

hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi 

produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Menurut Pasal 47 Undang-Undang 

No 41 tahun 1999, perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha 

untuk: 

a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-

daya alam, hama, serta penyakit. 

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan 

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta 

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. 

 

5. Pengawasan Hutan 

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan 

menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara 

maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau 

penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam melaksanakan kegiatan 

pengawasan kehutanan, pemerintah dan pemerintah daerah berwenang 

melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas 

pelaksanaan pengurusan hutan. Pemerintah dan masyarakat melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional 

maupun internasional. 

 

6. Arah Pembangunan Kehutanan  
Pembangunan kehutanan diarahkan pada hutan Indonesia yang lestari untuk 

kesejahteraan masyarakat menuntut kemampuan SDM handal, menguasai 

teknologi pengelolaan hutan dan kehutanan modern, memiliki visi kedepan 

dengan didukung sarana/ prasarana untuk memajukan Indonesia yang mandiri 

dan sejahtera. Pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian berikut: 

1. Sumberdaya hutan dikelola secara optimal sesuai dengan daya dukungnya. 

2. Ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang terlibat dalam 

pengelolaan sumberdaya hutan meningkat sampai dengan taraf sejahtera. 

3. Produk hukum di bidang kehutanan yang berkeadilan ditegakan dan 

diterapkan secara konsisten. 

4. Kewenangan dan tanggungjawab di bidang kehutanan didelegasikan secara 
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bertahap kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan di bidang 

kehutanan. 

5. Pengelolaan sumberdaya hutan yang optimal didukung dengan 

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sumberdaya 

manusia yang profesional dan sarana/ prasarana yang memadai. 

 


